BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TIPE A KABUPATEN BOLAARG
MONGONDOW DAN STAF AHLI BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturss
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacral
Kabupaten Bolaang Mongondow, serta untuk menyesuaikas
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 201°
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Selkretaria
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapha
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sckretariat Daerah Tipe A
Kabupaten Bolaang Mongondow dan Staf Ahli Bupati Bolaang
Mongondow;

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat [I di Sulawes
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomo:
74, Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesis
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itentany
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembararn
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman.
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kKedus
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lembara:
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesio
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negaro
Republik Indonesia Nomor 5887);



4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 56 Tahun 201°
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretaria’
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negaro
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomo
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Maongondoy
(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahus
2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPAT! TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH TIPE A KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW DAN STAF AHLI BUPATI BOLAANG
MONGONDOW.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow

dan Perangkat Daerah sebagai unsur penvelenggar

pemerintahan daerah.

Pimpinan Daerah adalah Bupatu, Walal Bupan da

Sekretaris Daerah.

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow

Sekretaris Daecrah adalah Sekretaris Daerah Kabupate

Bolaang Mongondow.

Sekretariat Daerah Tipe A adalah Sekretaniat [Daeral

Kabupaten Bolaang Mongondow.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bolaang Mongondow

Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabata

fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsion

keterampilan yang mempunyai fungs: dan juga berkaits
erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugs
pemerintahan.

10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secarn
tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnyn
mﬂhknumfm]mn fungsi non manajerial baik teknis maupun
fasilitatif.
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BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

{1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dacrah dan
bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalum
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrati

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sert
pelayanan administratif.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaiman;

dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

3 p:manmmndanwnluadpnlnkunmankcbuahnﬂnﬂah

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipi

negara pada instansi Daerah; dan

mpnlalmn:mnuﬁmgsihinrangdihnrﬂ:anulah Bupati yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat Daerah Tipe A dan Staf Ahli Bupati untuk mewadah
fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupan
dengan beban kerja vang besar.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Sekretaris Daerah membawahkan:
1.Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan  Hakve
membawahkan:
a. Bagian Tata Pemerintahan membawahkan:
1) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
2) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
3) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah



b. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
1} Subbagian Bina Mental Spiritual;
2} Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
3) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
c. Bagian Hukum membawahkan:
a) Subbagian Perundang-Undangan;
b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
¢) Subbagian Dokumentasi dan Informasi,

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawablkan:
a, Bagian Perekonomian dan Sumber Dava Als
membawahkan:
1) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD:
2) Subbagian Perekonomian, dan
3) Subbagian Sumber Daya Alam.
b. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Pengendalian Program; dan
3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
¢. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan:
1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secars
Elektronik; dan
3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa.

3. Asisten Administrasi Umum membawahkan:
a. Bagian Organisasi membawahkan:
1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan:
2) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana: dan
3) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
b. Bagian Umum membawahkan:
1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Stal Ahl dio
Kepegawalan;
2) Subbagian Perlengkapan; dan
3) Subbagian Rumah Tangga.
¢. Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahian:
1) Subbagian Perencanaan;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Pelaporan.
d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpitia
membawahkan:
1} Subbagian Protokol;
2) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.



BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah

Pasal 7

Sekretaris Daerah mempunyai tugas:

b.

n o

penyusunan kebijakan, perencanaan dan monitoring
pelaksanaan pemerintahan daerah;

pelaksanaan dan p:npnr&hum pembinaan  dan
pengendalian  pelaksanaan tugas Dinas  Daerah,
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat;

. penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan;

penyelenggaraan urusan  administrasi umum dar
pelaporan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakya!

Pasal 8

12}

mempunyai tugas membantu Sekretaris Dacrab dalan

penvusunan kebijakan daerah di bidang pemerintalin

hukum dan kerja sama, dan pengoordinasian penvusuing
kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakoyn
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah. dn

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah o

bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat. hukun

dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads

ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakvar

mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tam
pemerintahan, hukum dan kerja sama,;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah o
bidang kesejahteraan rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah o
bidang tata pemerintahan, huimm. kesejahteraan rakyal
dan kerja sama;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daeral
di bidang tata pemerintahan hukum, kesejahteraan
rakyat dan kerja sama;



1)

(2)

¢, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daeral
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak vang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakvat: dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretari:
Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan
rakyat, hukum dan kerja sama vang berkaitan dengan

tugasnya.

Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan MEmpunyal iLigs
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dacrab
pengoordinasian perumusan kebijakan daeral

ian pelaksansan tugas Perangkat Daerab
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dacral
pelaksanaan  pembinaan  administrasi di  bidarn
administrasi pemerintahan, administrasi kewilavahan
otonomi daerah dan kerja sama;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padu

ayat (1), Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah o
bidang administrasi pemerintahan, administras
kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerash di bidang administrasi pemerintahan
admmintraai kewilayahan, otonomi daerah dan kerjs

& pmyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan, otonomi dacrah dan kens
sAmMA,

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluas
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang adminisiras
pemerintahan, administrasi kewilayahan. oronom
daerah dan kerja sama; dan

e. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Asiste
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakvat vang berkaims

dengan rugasnva.

Pasal 10

Subbagian Administrasi Pemenntahan mempunyas (ugas

b.

. menviapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerab bidar
administrasi pemerintahan;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan daecrah dibian;
administrasi pemerintahan;



c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan ‘ugos ¢
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuo
bangsa dan politik dalam negeri, ketenteraman, ketertiba
umum dan perlindungan masyarakat,

d. memfasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah. dar

e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelalsanan
kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan

Pasal 11

Subbagian Administrasi Kewilayahan mempunyal tugas

a. melaksanakan [fasilitasi dan koordinasi pembentula
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilava
kecamatan, desa dan/atau kelurahan;

b. melaksanakan koordinasi pencgasan batas dacral

kecamatan, desa, kelurahan, serta nama lain dan/atau

pemindahan ibukota kecamatan;

melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;

. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;

menyusun bahan kebijakan pelimpahan  sebagin

kewenangan Bupati kepada kepala perangkat dacrah; dan

g melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan.

=0 oo

Pasal 12

Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyat ugas

a. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemermtahi
Daerah (LPPD);

b. menghimpun Informasi Laporan Penyelenggara:
Pemerintahan Daerah (ILPPD),

c. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelavans

Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
. melaksanakan [asilitasi dan koordinasi proses pengusula
pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupat

. memfasilitasi pengusulan Izin Bupati dan Wakil Bupati;

menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan [AM.J]

Bupati;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan do

pelaksanaan Pemilihan Umum;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi

pergantian antar waktu pimpinan dan anggota Dewsan

Perwakilan Rakyat Daerah;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah bidang otonomi daerah;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
bidang kerja sama dalam negeri;

k. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam
negern,

a

e B 1 ]
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. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasi
kerja sama daerah dalam negeri;

m. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintab
Daerah;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kera sama
daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat Dacrab
di lingkungan pemerintah kabupaten [kota; dan

o. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja
sama daerah dalam negeri.

Paragrafl 2
Bagian Kesejahteraan Ralkyat

Pasal 13

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat —mempunval  Tugs
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusas
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan rugss
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaa
kebijakan daerah di bidang keagamaan, keseahterans
sosial dan kesejahteraan masyarakat;

(2) Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksucd pac
ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunya: fungsi
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijaki

daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial o
kesejahteraan masyarakat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugn
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesecjahteraas
sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. penyiapan  bahan  pemantauan  dan evaluas:

kebijakan daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberkan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 14

Subbagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas:

a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, saran;
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

b. menyiapkan  bahan  perumusan kebijakan yang
berhubungan dengan sarana peribadatan. sarans
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan:

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi leriall
dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarans
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;



d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama &
pendidikan keagamaan;

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan o
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

[, menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakuka
perumusan kebijakan daerah bidang lembaga dai
kerukunan keagamaan;

g menylapkan dan mengoordinasikan bahan pedomo
pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan ume
beragama;

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan keri
sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan uma!
beragama; _

i. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan
serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan progran
pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembags
keagamaan;

j. melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapal
rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan
serta kerja sama antar lembaga keagamaan,

k. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegatan
kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama
antar lembaga keagamaan;

|. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah
antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan lorum
kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukuna:
hidup antar umat beragama dan aliran kepercavaan,

n. melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakain
dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah kas
kerukunan hidup antar umat beragama dan alire
kepercavaan;

o. melakukan evaluasi pelaksanaan kegintan kerukunan um
beragama dan aliran kepercayaan; dan

p. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan As
evaluasi kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunas
keagamaan.

Pasal 15

Subbagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang sosial, transmigras
kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. menviapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebjukan
pemerintah daerah di bidang sosial, transmigras,
kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan ansk
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
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. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelapora

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang SO51
transmigrasi, Kkesehatan, pemberdayaan perempual
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarg:
berencana;

menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaras:
urusan pemerintahan bidang sosial, transmigras
kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program
transmigrasi kepada masyarakat;

menyiapkan bahan kerja sama dengan daerah penempatar
menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan seriy
fasilitasi perpindahan transmigrasi;

., melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran.

melakukan pemberangkatan dan pengawalan calo
transmigran dari daerah asal ke transito kabupater
provinsi dan lokasi transmigrasi;

menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantus
sosial kepada badan /lembaga, ormas, kelompok masyaraks
dan individu atau keluarga; dan

menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan svaluas
pelaksanaan hibah dan bantuan  sosial  kepad
badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan individ
atau keluarga.

Pasal 16

Subbagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahrags
dan bidang pariwisata,

menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijaken
pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahrags
dan bidang pariwisata,

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; dan

d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggarasn

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahrags
pariwisata dan kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 3
Bagian Hukum

Pasal 17

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiaps

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumiss
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan (ugo
Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan cvalus
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum  do
dokumentasi dan informasi.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pade

ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah o
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serio
dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukun
serta dokumentasi dan informasi;

c. penylapan bahan pengoordinasian pelaksanasn tuga
Perangkat Daerah di bidang perundang-undanga:
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi:

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantsuan  do
evaluasi di bidang perundang-undangan, Lantus
hukum serta dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asiste
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat vang berkaita

dengan tugasnyva;
Pasal 18

Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas:

b.
C.
d.

2.

L.

menyiapkan bahan penyusunan produk hukum dacrah.
melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukun
daerah;,

menviapkan bahan penjelasan Bupati dalam prose
penetapan Peraturan Daerah;

menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum
daerah;

melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukun
daerah;

menyiapkan bahan administrasi pengundangan @ dos
autentifikasi produk hukum daerah; dan

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanass

produk hukum daerah.

Pasal 19

Subbagian Bantuan Hukum mempunyal tugas:

a.

b.

melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalas
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultas: hukus
dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bap
unsur pemerintah daerah dalam ﬂmgketa hukum baik «
dalam maupun di luar

. melaksanakan koordinasi dan fnmhtam kerja sama dalam

penanganan perkara hukum;

. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM|;

. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum [legal

nion):
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[. memberikan saran dan/atau pendapat atas pengadua
hukum yang diajukan oleh masyarakat dan /ata
Pemerintah Daerah; dan

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap has

penanganan perkara sengketa hukum.

Pasal 20

Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas:

a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk
hukum daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

b. menghimpun serta mengolah data dan informas sebags
bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah,

c. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi das
informasi hukum;

d. memberikan pelayanan administrasi informasi produk
hukum;

e. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan diseminas
produk hukum daerah maupun peraturan perundang
undangan lainnya; dan

f. melaksanakan evaluasi dan  pelaporan  terhada;
dokumentasi dan informasi produk hukum daerah

Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 21

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyal fuges
membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasis
penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasis
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penvusuns
kebijakan daerah serta pemantauan dan  evalus
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomia
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jas
serta sumber dayva alam.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads
ayat (1), Asisten Perckonomian dan Pembangunu
mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
bidang perckonomian, administrasi pembangunan
pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam;

b, pengourdinanlnn pelaksanaan tugas Perangkat Daeral

di bidang perekonomian, administrasi pembangunar
pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam,

c. penyusunan kebijakan daerash di bidang pengadasan
barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksr
daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
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¢. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebiakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampas
vang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengarub
pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomiarn
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jass
seria sumber daya alam; dan

[. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sckretars
Daerah di bidang perckonomian, admimstras
pembangunan, pengadaan barang dan jasa seri
sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya

1
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 22

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempuny
tugas melaksanakan  pengoordinasian  perumiss
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanasn tugss
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanan:
Kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD] dan Badan Layanan Umum Dacrub
(BLUD), perekonomian dan sumber daya alam.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads
ayat (1), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alarm
mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijukan
daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD
perekonomian, dan sumber daya alam;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

c. penyiapan bahan  pemantauan dan  evaluas

kebijakan daerah terkait pencapailsn
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, den
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kehijakor
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian
dan sumber daya alam; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisic
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaita
dengan tugasnya.

Pasal 23

Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyal [ugas
a. menyiapkan bahan perumusan penectapan kebijakan tekn
pengelolaan BUMD dan BLUD;

b, menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan BUMD
BLUD;



C.

d.
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melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerj
BUMD dan BLUD, dan
melakukan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLLT).

Pasal 24

Subbagian Perekonomian mempunyai tugas:

menyusun bahan dan data serta analisa pengembangs
pariwisata, koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menenegao
(UMKM), perindustrian, dan perdagangan;

menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangs
pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian da
perdagangan,

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhoado

pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, koperas
UMEKM, perindustrian, dan perdagangan;

d. menyusun bahan penyusunan pctunjuk p:lnkalilmta.n dan

B

pedoman umum pengembangan pariwisata, koperas

UMEKM, perindustrian, dan perdagangan;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporas

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian

dan perdagangan;

memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangar

pariwisata, lkoperasi, UMEKM, perindustrian, dan
Ear.

menyusun dan membentuk Tim Pengendalian Inflas: Daeran

Kabupaten,

h. melaksanakan evaluasi terhadap sumber tekanan inilas

serta dampak terhadap sasaran dan pencapaian inilas
daerah dan nasional; dan

melaksanakan  pemantauan, evaluasidan pelaporar
terhadap pencapaian sasaran inflasi pemerintah pusat da
Bank Indonesia.

Pasal 25

Subbagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
a. menyusun bahan dan data serta analisa sumber dava alar.

di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan
peternakan, perikanan, energy, sumber daya mineral dao
lingkungan hidup;

menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan
perikanan, energi, sumber daya mineral dan lingkungan
hidup;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadsp
pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan
pangan, peternakan, perikanan, energi, sumber davs
mineral dan lingkungan hidup;



d.

(1)

(2]
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menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan da

pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunar

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energ:, sumbe;
daya mineral dan lingkungan hidup;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan o
bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,
peternakan, perikanan, energi, sumber daya mineral dan
lingkungan hidup;

memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian
perkebunan, dan ketahanan pangan, peternakan
perikanan, dan lingkungan hidup; dan

memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan
dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan
lingkungan hidup.

Paragrafl 2
Bagian Pengadaan Barang dan .lasa

Pasal 26

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyal (uge
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dacra
pengoordinasian perumusan kehijakan daera
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkal Dacra
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi  df bidan
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolic
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pad

ayat (1), Bagian Pengadasn Barang dan Jasa mempuny.

tugas memberikan pelayanan administratil mempuny
fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa
pengelolaan layanan pengadaan secara elektromb
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jass;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugis
perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadas:
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadasn secar:
Huik, pembinaan dan advokasi pengadaan barans

asa;
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d. penyiapan bahan  pemantauan dan  evaluss
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolasny
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layans
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokas:
pengadaan barang dan jasa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisic
perekonomian dan pembangunan vang berkails
dengan tugasnya.

Pasal 27

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang den  Jas

mempunyai tugas:

a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang
Jasa,

b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang dan jasa.

c. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang dan
jasa;

d. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dolumes

pemilihan beserta dokumen pendukung lainnva dan

informasi yang dibutuhkan,

melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa;

melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog

elektronik lokal/sektoral;

g. membantu perencanaan dan pengelolaan  kontrak

pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah.

oo

Pasal 28

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elekirom

mempunyai tugas:

a. pelaksanaan pengelolaan  seluruh  sistemm  iniormon
pengadaan barang dan jasa (termasuk akun pengzu
sistemn pengadaan serta elektronik) dan infrastrukturnva;

b. pelaksansan pelayanan pengadaan barang dan oo
pemerintah secara elektronik;

c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verfikas: pengoo
seluruh sistem informasi pengadaan barang dan
pemerintah;

d, identifikasi kebutuhan pengembangan sistem mformas,

e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkar
bagian pengadaan barang dan jasa;

f. pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemenni
kepada masyarakat luas;

g pengelolaan informasi kontrak;

h. mengelola informasi manajemen barang dan jasa b
pengadaan; dan

—
b

mdnhnnhnkan tugas lain yang diberikan atasan sesua
dengan bidang tugasnya.
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Pasal 29

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang

Jasa secara Elektronik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengados
barang dan jasa pemerintah, terutama para pengelol
pengadaan barang dan jasa dan persomil Unit Ke
Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),

b. melaksanakan pengelolaan manajemen  pengetahui
pengadaan barang dan jasa;

c. melaksanakan pembinaan hubungan dengan  pan
pemangku kepentingan;

d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingko
kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jase
(UKPBUJ);

e. melaksanakan analisis beban kerja pada Unit Kers
Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

f. melaksanakan pengelolaan personil Unit Kerja Pengadas
Barang dan Jasa (UKPB.J);

g. melaksanakan pengembangan sistem insentil personil Uni
Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB.J);

h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadac:
secara elektronik;

i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran laner
pengadaan barang dan jasa pemerintah;

j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/ato
konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah |

pemerintah kabupaten/kota, dan desa;

k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/ati
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadass
barang dan jasa pemerintah, antara lain sirup. spse
katalog, e-monev, sikap; dan

|. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontral
melalui mediasi.

Paragrafl 3
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 30

{1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fuga:
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusar
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaa
Kebijakan Daerah di bidang penyusunan program
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad
ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyi
rtugu memberikan pelayanan administratil mempunvs
ungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijuk
daerah di bidang penyusunan program, pengendal
program dan evaluasi dan pelaparan;
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b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugss
Perangkat Daerah di bidang penyusunan program
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor vang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
penyusunan program, pengendalian program s
evaluasi dan pelaporan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asiste
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengs
tugasnya.

Pasal 31

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

a.
b.

menyusun dan mempersiapkan rencana  kegialo
penyusunan program pembangunan daerah,

menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapios
program pembangunan daerah;

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunu
pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah

. melaksanakan koordinasi dengan pemerintab puse

provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasia dala:

rangka penyusunan sinergisitas program pembanguna:
daerah;

. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangks

Penyusunan program pembangunan daerah;
koordinator bidang program penyusunan Perangkat Daerali

g. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam

rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penvusunan
program pembangunan dalam rangka mengurangl resiko
dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program
pembangunan daerah; dan

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
pembangunan daerah.

Pasal 32

Subbagian Pengendalian Program mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan pengendalian progre

b,

pembangunan;

menyusun bahan kebijakan pengendalian pembanguns
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta ag:
pembangunan sesuai dengan program pembangunar
daerah; .
menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalion
program pembangunan daerah;
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. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalan

rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibs
pelaksanaan program pembangunan baik aleh pemerinta)
maupun swasta;

. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik ole

lembaga pemerintah maupun swasta; dan
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangk
pengendalian pelaksanaan program pembangunan

Pasal 33

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas.

a.
b.

menyusun rencana monitoring dan pelaporan progran
pembangunan daerah;
melaksanakan monitoring d‘.a.n pelaporan pelaksanaan

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
pembangunan daerah;

.muhhmmlmnhnnrdmamd.mfunﬂlmﬂdﬂmnmngku

monitoring  dan evaluasi Drogran

pcmbnngumda:mh
mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjut

hasil temuan monitoring dan evaluasi program
pembangunan daerah;
mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanas

program pembangunan daerah; dan
menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagal bahe

perumusan kebijakan program pembangunan daerah

Bagian Keempal
Asisten Administrasi Umum

Pasal 34

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas memban

Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dacral

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugs:
Perangkat Daerah serta pemantauan dan evaluas
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisas
protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan des

keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacs

ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi.

b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan
komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan

keuangan;
c. pengoordinasian painkuna.nn tugas perangkat daerah
bidang organisasi;



d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluas
bidang umum, organisasi, protokol dan komurnikas
pimpinan, serta perencanaan dan keuangan:

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaki
daerah di bidang organisasi;

[. penyviapan pelaksanaan pembinasn administras: serio
ASN pada instansi daerah; dan

g pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Sekretaris
Daerah di bidang organisasi, umum, dan administras

Paragraf 1
Bagian Umum

Pasal 35

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiaps
pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidan:
tata usaha pimpinan, stal ahli dan kepegawain:
perlengkapan serta rumah tangga;

[2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pac
ayat (1), Ba.g;mn Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijjakan di bidang tai
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawain
p:r]engkapan serta rumah tangga;

b. penviapan bahan pr.]nkn.nun pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, stal ahli dan
kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga: dan

¢. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh asisten
administrasi umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 36

Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Stal Ahli dan Kepegawaian

mempunyai fugas:

a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yvang
meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan
kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretanis Daeral
Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaisan
Sekretariat Daerah;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi o bidane
pengelolaan administrasi perkantoran  yang melipu
kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawain:
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Swel Ab
dan rapat-rapat dinas; dan

d. melaksanakan pengelolaan kearsipan.
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Pasal 37

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas:

melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaa;
sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor o
lingkup Sekretariat Daerah;

melaksanakan  kebijakan  pengadaan  perlengkaps
Pimpinan Daerah;

melaksanakan  kebijakan pengelolaan, penggunoas
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Pmpins
Daerah serta kendaraan dinas operasional dan  sew
kendaraan;

melaksanakan pemeliharaan sarana dan @ prasaran
menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumalb  Dinas
Pimpinan Daerah; dan

melaksanakan penviapan sarana dan prasarans unio
mendukung kegiatan Pimpinan Daerah.

Pasal 38

Subbagian Rumah Tangga mempunyal tugas:

a.

b,

(1)

12)

melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Walko
Bupati serta Sekretariat daerah; dan

Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makana:
Pemerintah Daerah dan rapat-rapat Pemermntah Daerah

Paragraf 2
Bagian Organisasi

Pasal 39

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanaka
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasia
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasin
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan da
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Iidan
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik da
tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad

ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah o
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformas
birokrasi;

b. penyiapan bahan  pengoordinasian  perumusan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana sertu
kinerja dan reformasi birokrasi;



c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan fuge:
perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analis:
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana ser
hnr.lin dan reformasi birokrasi;

d. bahan pemantauan dan  evaluas
pc]a.]tumnn kebijakan daerah di bidang kelembagasa:
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tamn
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asister
administrasi umum yang berkaitan dengan tugasnya

Pasal 40

Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunya
rugas:

merencanakan kegiatan subbagian kelembagaan dan
analisa jabatan berdasarkan rencana kegiatan baguar
organisasi yang berlaku sebagai pedoman pelaksanas
tugas,

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas do
tanggung jawab masing-masing untuk kelancara
pelaksanaan tugas subbagian kelembagaan dan analis:
jabatan;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungy
subbagian kelembagaan dan anjab setiap san! seau
dengan tugas dan tanggung jawab vang diberikan am
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisas [
Tata Kerja [SOTK);

menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan [ung
jabatan organisasi perangkat daerah;

menyusun bahan evaluasi kelembagaan perangkar dacra
dan unit pelaksana teknis daerah;

menyusun standar kompetensi jabatan [SK.J);

menvusun analisis jabatan, analisis beban kena, osr
evaluasi jabatan;

menyusun kajian akademik terhadap usulan penataar
organisasi perangkat daerah;

menyusun profil kelembagaan perangkat daerah;
mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan subbagisn
kelembagaan dan analisis jabatan dengan can
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangks
perbaikan kinerja dimasa mendatang; dan

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungsan
subbagian kelembagaan dan anforjab sesua: dengen
prosedur dan  peraturan vang berlaku  untuk
pertanggungjawaban dan rencana vang akan datang



Pasal 41

Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunva
tugas:
a. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam

kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan
kerja;

mgq!inpknn bahan pembinaan serta bimbingan tekms o
bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bag uni
kerja/organisasi perangkat daerah di  lingkungs
pemerintah daerah;

melaksanakan sosialisasi dan f(asilitasi penvosang
standar pelayanan publik ;

1 dan memiasilitasi Standar Operasion.
Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masine
perangkat daerah;
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelavans
publik; dan
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayana
publik.

Pasal 42

Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunval tugas

a.

B. ©

(1}

[2)

menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan
reformasi birokrasi;

menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah
[LKjIP) kabupaten,

menyusun road map reformasi birokrasi;

melakukan fasilitasi pelaksanaan sistem akuntabilites
kinerja instansi pemerintah (SAKIP); dan

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanas
kebijakan peningkatan kinerja dan reformasi birokras:

Paragraf 3
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 43

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyo
tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakn
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacral
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dacral
bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumenis
pimpinan;
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pu
ayat (1), Bagian Protokol dan Komunikasi FPimpin:
mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijjakan o bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi,



b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan fug
perangkat daerah di bidang protokal, komuniks
pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan  cvalun
pelaksanaan kebijakan daerah terkall protok
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan

d. memberikan masukan kepada pimpinan daerah tentu
penyampaian informasi tertentu; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisto
Administrasi Umum yvang berkaitan dengan tugasnva.

Pasal 44

Subbagian Protokol mempunyai tugas:

a.

b.

L

melaksanakan tata protokoler dalam rangka penvambuitns
tamu pemerintah daerah;

menyiapkan bahan koordinasi dan/atau [asiliss
keprotokolan;

menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegata
Pimpinan Daerah;

menginformasikan jadwal dan kegiatan pemerintah daerah:
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pimpinas
Daerah.

melaksanakan tata protokol acara resmu Pemernnto
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan

Pasal 45

Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyal tugas:

a.

b.

c.

B

T mon

menjalin  hubungan dengan berbagm pihak ek
pelaksanaan fungsi juru bicara Pimpinan Daerah:

memberi masukan kepada Pimpinan tentang penyampil
informasi tertentu;

memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihul
terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahioo
Pimpinan Daerah;

menghimpun dan mengolah informasi yang bersiiat penting
dan mendesak sesuai kebutuhan Pimpinan Daerah;
menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;
menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan;
menyusun naskah sambutan atau pidato Pimpinan
Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan

Pasal 46

Sub bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyal [ugas:
a. mendokumentasikan kegiatan Pimpinan Daerah;

b.

menyusun notulensi rapat Pimpinan Daerah;



.

d.

memiasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Pimpina
Daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan

Paragraf 4
Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 47

(1} Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyal fuges

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusas
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tuge-
Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evalus.
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang percncanas
keuangan dan pelaporan,

{2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pac

avat (1), Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyo
fungsi:

a. penyiapan bahan  pengoordinasian perumiuss
kebijakan daerah di bidang perencanasn. keusng
dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanonn g
Perangkat Daerah di bidang perencanaan. keusngs
dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan  evelus
pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapain
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, de
faktor yang mempengaruhi pencapaian  tujuer
kebijakan di bidang perencanaan, keuangan der
pelaporan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Asister
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnva

Pasal 48

Subbagian Perencanaan mempunyal tugas:

a.

penyiapan bahan penyusunan perencanaan Sekretano
daerah yang meliputi penyusunan rencana strategs
(Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, dan Rencar

Kerja Anggaran (RKAJ;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama penyvusun.

rencana anggaran belanja, rencana pendapatan e

penerimaan;

menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanakaan asistens o
verifikasi rencana kerja anggaran (RKA), dokum:
pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen pelaksanan
perubahan anggaran (DPPA) Perangkat Daerah; dan
menyusun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah.



Pasal 49

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis Keuangio
akuntansi, verifikasi dan penerbitan sural pennis
membayar;

b. melaksanakan penatausshaan keuangan  Sekroian
Daerah;

¢. melaksanakan penatausahaan barang mulik dacran pa
Sekretariat Daerah;

d. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangs
dan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah:

e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran
lingkungan Sekretariat Daerah; dan

. melaksanakan sistem pengendalian intern.

Pasal 50

Subbagian Pelaporan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerinial
(LKjIP) Sekretariat Daerah;

b. menyusun bahan evaluasi rencana kera Sekretaral
Daerah;

c. menyusun bahan laporan Sistem Pengendalian Interr
Pemerintah (SPIP);

d. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan has
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendahary
dan ganti rugi;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluas: realiss
anggaran; dan

. menvusun bahan laporan keuangan Sekretariat Daerab

Pasal 51
Bagian dan Subbagian dipimpin oleh seorang kepala

BAB V
STAF AHLI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 52

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Stal Ahll
(2) Tugas Staf Ahli diantaranya yaitu mewakili Pemerinis
Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kehijakan

tingkat internasional, nasional, provinsi das
kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dac
kemampuan keuangan daerah.




{3) Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan bertanggzun:
jawab kepada Bupati dan secara administral’
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahll dalar

forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusas
kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarir
pertimbangan keburuhan.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja

Pasal 54

(1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melal
hubungan kerja yang meliputi:
a. konsultatif;
b. kolegial,
c. fungsional;
d. struktural; dan
e. koordinatf.

(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pac:
ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas da;
profesional.

Pasal 55

(1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamaken
persepsi dalam melaksanakan tugas sesual dengan
kewenangan Staf Ahli.

(2) Hubungan kerja konsultatil sebagaimana dimaksud paduy
ayat (1) meliputi:

a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atac
tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan
kebijakan daerah yang o menjadi tugas  dan
kewenangannyz;

b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakar
daerah; dan

c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Peranghs
Daerah dalam penyusunan telaahan staf

[3) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatii sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalw perencansis
perumusan telaahan stal dan/atau analisis kebijako
daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahl



(1)

(2]

(1

2]

(1

(2)

(3)

Pasal 56

Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam
melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bag
peningkatan produktifitas dan kinerja; dan

b. Mengembangkan  semangat  kebersamaan chias
mengontrol otoritarianisme struktural yang umumn
berkembang dalam hubungan struktural = yang

cenderung terpusat.
Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan denge
mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersarm

Pasal 57
Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dals
Pasal 54 avat (1) huruf ¢, dilakukan untuk membenk
peran substansial secara fungsional dalam melaksanaks
tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
Hubungan keria fungsional dilakukan sesusl dengas
kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan Tugns
Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Pasal 58

Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk

mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antars

Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi

Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secar

bertanggung jawab.

Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud padn

ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang lerpad

harmonis, selaras dan komprehensif.

Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pac

ayat (2) meliputi:

a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretar
Daerah;

b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pads upss
pencapaian visi dan misi daerah sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya; dan

c. Staf Ahli melalui Sekretaris Dacrah dapat mengundang
Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan informas
sebagai bahan analisis kebijakan daerah.



(1)

(2]

(3]

(4)

(1)
12)

Pasal 59

Hubungan kerja koordinatil sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 54 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untul

pengembangan hubungan kerja secara strukitural dar

menumbuh kembangkan semangat kolegial vang sinergi

terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas St

Ahli dengan Perangkat Daerah.

Bupati dapat meminta pertimbangan Stal Ahli dan

Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas dan

fungsi.

Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin

keselarasan program dan kegiatan Stal Ahll dengan

Perangkat Daerah.

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pads

ayat (3) dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah

secara koordinatif dalam forum koordinasi melalu
kegiatan:

a. Keikutsertaan dalam  penyusunan  pembahasa
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

b. Perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daersd
terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawas:
dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;

¢. Penyusunan Rencana Strategis dan Program Keo
Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;

d. Pengintegrasian rencana program darn berbaga: instan
lembaga dan organisasi melalui rapat koordinas

e. Pembentukan gugus kerja/tim kerja vang melibatk:
berbagai instansi terkait; dan

f. Keikutsertaan dalam  kegiatan penelitian  do
pengembangan.

Bagian Ketiga
Jumlah dan Pembidangan
Pasal 60

Staf Ahli Bupati berjumlah 3 (tiga) orang.
Pembidangan dan nomenklatur jabatan stai ahli rerdin
dari:

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Palitik;

b. Stal Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi der
Keuangan; dan

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumbe

Daya Manusia.



1)

12)

(1]

(2)

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Pasal 61

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf o
mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran
pendapat, telaah dan pengkajian sebagai bahsn
pertimbangan dalam penetapan kebijakan van
berhubungan dengan bidang Pemerintahan, Hukum da

Politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksy

pada ayat (1) Staf Ahli bidang Pemerintahan Hukum da

Politik mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupsti van,
menyangkut masalah Pemerintahan, Hukum dar
Politik serta mempersiapkan konsep penalaran

b. Penyiapan konsep penalaran suatu  masalal
dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik atae
inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masala)
secara mendasar dan terpadu untuk bah
kebijakan Bupati sebagai telaahan staf.

Pasal 62

Stal Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 2 huraf b
mempunyai tugas memberikan pemikiran, saran
pendapat, telaah dan pengkajian sebagai bahar
pertimbangan dalam penetapan kebijakan vang
berhubungan dengan bidang Pembangunan, Ekonomi dar
Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimansa dimaksud

pada ayat (1) Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi da

Keuangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati vany
menyvangkut masalah Pembangunan, Ekonom oo
Keuangan serta mempersiapkan konsep penalars
dan

b, penyiapan konsep penalaran suatu  masal
dibidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan oo
inisiatif sendiri dan membantu pemecahan masal
secara mendasar dan terpadu untuk bahn
kebijakan Bupati sebagai telaahan stal



n

Pasal 63

(1) Stal Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Da
Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayva
huruf ¢, mempunyai tugas memberikan pemikira:
saran, pendapat, telaah dan pengkajian sebagn bahio
pertimbangan dalam penetapan kebijakan  var
berhubungan dengan bidang Kemasyarakatar e
Sumber Daya Manusia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks
pada avat (1) Staf Ahli bidang Kemasyarakoatan dao
Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupat vano
menyangkut masalah Kemasyarakatan dan Sumbs
Daya Manusia serta mempersiapkan konser
penalaran; dan

b. penyiapan konsep penalaran suatu  masals
dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Dayv:
Manusia atas inisiatif sendiri dan membant
pemecahan masalah secara mendasar dan terpad
untuk bahan kebijakan Bupati sebagai telaahar
staf.

Pasal 64

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahll Bupa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupaks:s
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 65

(1) Dalam melaksanakan tugas setisp pimpinan satua
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajl
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisa
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antu
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah seria
dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesua
dengan tugas masing-masing.

[2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawas
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah vang diperlukan sesua
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bag
pelaksanaan tugas bawahannya.



(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti da
mematuthi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasa)
masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkal
sesuai waktu yang ditentukan.

(5) Setiap laporan vyang diterima oleh pimpinan satuao
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut das
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6} Dalam penyampaian laporan masing-masing kepads
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepad=
satuan orpanisasi lain vang secara lungsional mempunva
hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satua
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberio
bimbingan kepada bawshannya masing-masing wajll
mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 66

(1) Pada Sekretanat Daerah dapat ditetapkan Jaban
Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi wan;
dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan ver
berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal  tugss
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Dacrah sesus
dengan keahlian dan kebutuhan.

(3] Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenasg:
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarks
Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(5] Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarka:
kebutuhan dan beban kerja.

(6] Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatu

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peratura
Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuns
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretari
Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow dan Stal A%
Bupati Bolaang Mongondow di cabut dan dinyatalean tdek
berlaku.



Pasal 68

Peraturan Bupan ini mulai berlaku pada 1anggal diundangkunn
Agar setiap orang mengetahuinva, —memenntahks:
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanmy
dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal (] Clwber 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW .

"

i

7 S EDJO MOKOAGOW

2019

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOF

PENGELOLA PARAF

KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB

KABAG ORGANISASI

KABAG HUKUM DAN HAM

KABAG TUF, HUMAS DAN FROTOKOL .
ASISTEN ADMINISTRAS] UMLIM

SEKRETARIS DAERAH

el Bl B I B

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW




e
= -
=1 e [ VORI NV YRR
— il BV LMD VRS =
" il YUY T bl HYITYEE1E INOMOLC
wANINHER) |- WO I OATY YD IEWTTYAS T — 1AL ;
TRENS VODMYL HY IO v MBS WYIEveEOE A OVREE prbspiiudg
LSS Swtl wr eSO NWETEENE
NYiCYEANG
WHYIEE rHO S il
Kosasesas A vhovmew i PR NI 3 WYINONCDEI T WL TS MAOACLLHTSIEN ot
FAVITYEEE | N DS TS VD AN A HVISYERNE WYIEREETE IPTVEETS = M rrEGE WvHLEIMNTY |
OHCLOU YNNG By M) HWO DNV RO GTRING HYDHYERN WIS TRANTN pe——
el i NIRRT D HrPrCYatRa R Ry o YOS whith VEIVERTS i
a e WO IEN S = WS iy
wive
I | — [ | E— 0 === [ e
[Piegeti BRI Vi HYNPEIN BT YTV VAYD HEEANE v adins
NooersiiE et NG ONAVE ISR I MV VIO CTATE 3t AFTaflb NYIDYE SMYYHI LIS Y LIREIN S
Ve Wivi
TNOL D A NYIOYE v prepersins oty e
1 | | 1
A NYNIENYaNEd ANYE NSRS
S L SINCTY MY HYIWCHE T B4 NI BIEY WYD VMY LIS HALEIEY
L I
EArLTE =
N L
L U L -y
Frmio] fimpay BROCE Y NG Illi..! -
1
_| ............ VIV WY LA WEE |—.|
1
LW

VIHTN WYL VIHNE FECA I NV VDN EYEINVORT SRR WY SO0




